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Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 
disebutkan bahwa, setiap penduduk daerah wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi 
pelaksana. Proses pelaporan kependudukan akan berjalan secara baik dan tertib, apabila 
penduduk memahami terhadap ketentuan dan prosedur dalam pengurusan dokumen 
kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Peningkatan pemahaman 
masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah, salah satunya dapat dilakukan melalui 
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
sebagai instansi pelaksana. Melalui web site ini diharapkan segala ketentuan, mekanisme dan 
persyaratan pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 
Tahun 2010 dapat dipahami oleh aparat pelaksana pelayanan kependudukan di kelurahan, 
kecamatan dan dinas. Disamping itu, melalui buku ini pula diharapkan masyarakat dapat 
mengakses secara transparan terhadap seluruh proses dan biaya retribusi atas penerbitan 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta 
Pencatatan Sipil dan dokumen kependudukan lainnya). Kemudahan masyarakat dalam 
mengakses terhadap seluruh proses dan biaya retribusi atas penerbitan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 
 
B. DASAR HUKUM 
 
Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-
undangan. Ketentuan peraturan perundangan yang mendasari pelayanan administrasi 
kependudukan adalah sebagai berikut: 
1. KUH Perdata ( BW ) 
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
4. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi 
Kependudukan 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan 
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010. 
 








 Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ke Transmigrasian untuk menghimpun data 
kependudukan serta menerbitkan indentitas dan dokumen penduduk serta pelayanan 
Transmigrasi dalam rangkamewujudkan tertib administrasi kependudukan. 
 Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi serta 
menjalankan,sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara 
lengkap,akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. 
 Menyusun perencanaan Kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan 
pembangunan Nasionanl dan Daerah yang berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan penduduk. 
 Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi,selaras dan 
seimbang antara kuantitas / pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya 
dukung alam dan daya tampung lingkungan. 
 Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat untuk 
pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat administrasi kependudukan guna 
perlindungan sosial dan penegakan hak – hak penduduk. 
 
D. Pengertian Umum di Bidang Administrasi Kependudukan 
 
Berikut beberapa pengertian dalam bidang administrasi kependudukan: 
 
1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
2. Sistem informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK 
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara 
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 
3. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, 
pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil 
untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka 
menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan 
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. 
4. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah 
fasilitas yang dibangun di Kabupaten/ Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan 
perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan 
Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi 
kependudukan. 
5. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan 
Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan 
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 
kependudukan. 
6. Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah rangkaian 
proses yang dilakukan dalam penyelengaraan pendaftaran penduduk termasuk 
persyaratan, bentuk masukan dan keluaran. 
7. Peristiwa kependudukan adalah adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
10. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal 
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
11. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yangterbatas 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
12. Penduduk Penduduk Musiman adalah tamu yang tinggal di wilayah Kota Surakarta 
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap. 
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas selanjutnya disebut SKTT adalah surat 
keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal 
terbatas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota sebagai penduduk tinggal terbatas. 
14. Kartu Identitas Penduduk Musiman selanjutnya disebut KIPM adalah Kartu yang 
memuat data kependudukan setiap tamu yang tinggal lebih dari30 (tiga puluh) hari dan 
tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Surakarta, berlaku 1 (satu) tahun dan 
dapat diperpanjang. 
15. Kartu Identitas Anak selanjutnya disebut KIA adalah Kartu bukti diri yang sah yang 
diberikan kepada setiap penduduk yang belum genap berusia 17 tahun dan 
membutuhkannya untuk berbagai kepentingan dan atau keperluan khusus. 
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut (NIK) adalah Nomor Identitas 
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 
terdaftar sebagai penduduk Indonesia 
17. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa 
orang yang terkumpul di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 
ketergantungan. 
18. Kepala Keluarga adalah Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik 
mempunyai hubungandarah maupun tidak,yang bertanggungjawab terhadap Keluarga. 
19. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat 
tinggal dalam satu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, 
perkawinan atau ikatan lainnya. 
20. Kartu Keluarga selanjutnya singkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat 
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota 
keluarga. 
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk 
sebagau bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. 
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai 
Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, 
Pengangkatan dan Perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas. 
23. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagain dari 
Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang 
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
24. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai 
peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
25. Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan 
Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta 
yang asli hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 
pihak yang berwajib. 
26. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas. 
27. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh 
lembaga yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang, ketika 
























F. Hasil Penelitian 
 
Dalam melakukan survei ke dinas terkait, peneliti menggunakan metode wawancara dengan 
beberapa pertanyaan yang diajukan dan selanjutnya diperoleh hasil yaitu: 
1. Q : Apakah ada alat absen khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta?  
A : Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta masih menggunakan 
absen manual. Modelnya seperti kartu absensi selama 1 bulan lalu dimasukkan ke dalam 
jam tersebut dan selanjutnya akan tertulis di kartu pada jam berapa pegawai masuk kerja 
dan pada jam berapa pegawai pulang/keluar kerja. Walaupun pemerintah Kota Surakarta 
sudah memberlakukan absen sidik jari, tidak semuanya Dinas juga menerapkan dari 
pemerintah Kota. 
2. Q : Apakah ada pelatihan terhadap karyawan yang baru? 
A : Masih ada pelatihan terhadap karyawan yang baru, tidak hanya bagi seseorang yang 
melakukan magang/PKL di lingkungan Dinas. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana cara kerja dari tiap-tiap bagian seperti bagian TU, pencatatan data, 
dll. 
3. Q : Apakah ada kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis yang memberikan sanksi 
terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah? 
A : Untuk kebijakan intern secara tertulis pasti ada. Yaitu dengan mematuhi aturan-aturan 
yang berlaku dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak hanya satu dinas saja, 
dinas yang lain juga sama dan itu sudah diatur dalam ketetapan Peraturan Pemerintah no 
11 tahun 2017. Intinya jika ditemukan suatu pelanggaran baik kecurangan ataupun 
ketidakjujuran, akan diberikan sanksi berupa surat peringatan atau pemutasian. 
4. Q : Apakah dilakukan pengujian terhadap pegawai yang akan menduduki jabatan atau pelaksana 
tugas-tugas tertentu? 
A : Pengujian terhadap pegawai yang akan menduduki jabatan mungkin tidak pernah. 
Karena terkadang susah dalam menguji puluhan pegawai yang telah diterima bekerja. 
Sehingga hanya melakukan sidak dari kepala dinas apakah pegawai ini mengerti dengan 
bagian-bagian jabatannya atau hanya sekedar datang, duduk, pulang 
5. Q : Apakah dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pimpinan didiskusikan dengan bawahan? 
A : Setiap keputusan yang dibuat pimpinan pasti didiskusikan dengan bawahan. 
Dimaksudkan agar bawahan mengerti dan menghormati setiap keputusan tersebut serta 
tidak ada kesalahpahaman dalam menentukan suatu keputusan 
6. Q : Apakah struktur organisasi telah memberikan kecukupan kerangka kerja secara keseluruhan 
untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi, serta memfasilitasi akan kecukupan arus 
informasi? 
A : Di dalam struktur organisasi telah dijabarkan dengan jelas bahwa tiap-tiap sub unit 
baik kepala dinas maupun seksi-seksi telah menjalankan semua perintah dari tugasnya 
masing-masing. Baik merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan memfasilitasi akan 
kecukupan arus informasi. 
7. Q : Apakah ada sanksi bagi pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan 
tanggungjawabnya?  
A : Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, jika ada pegawai yang tidak melaksanakan 
tugas dengan tanggungjawabnya, akan diberikan sanksi berupa surat peringatan, skorsing, 
dan terakhir adalah pemecatan. 
8. Q :  Apakah semua pegawai mengerti tugasnya masing-masing dan prosedur-prosedur yang 
diterapkan  
A : Kalau melihat dari semua pegawai di tiap-tiap posisinya mengerti tugas dan prosedur, 
hampir semuanya sudah paham akan tugasnya. Jika ada seorang pegawai yang belum 
mengerti kita beritahu dan mengarahkan agar sesuai dengan prosedurnya. Tetapi saat ini 
sudah cukup baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Mungkin karena efek 
revolusi mental yang digalakkan oleh bapak Presiden Jokowi 
9. Q : Apakah laporan yang disiapkan tepat waktu dan informative? 
A : Untuk laporan saat ini cukup tepat waktu. Kendalanya mungkin saking banyaknya 
yang ingin datang ke sini untuk mendaftarkan KK, KTP, dll. Kita sudah 
mengantisipasinya dengan cara membuka di website Disdukcapil Kota Surakarta dan 
baru-baru ini kami membuka layanan via Whatsapp bagi penduduk yang ingin membuat 
atau melaporkan. 
10. Q : Apakah terdapat tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan dari anggaran?  
A : Untuk anggaran sendiri, kita sudah diberi kucuran dari APBD kota Surakarta untuk 
menambah fasilitas di dalam dinas ini. Kalau masalah penyimpangannya pasti juga ada, 
terkadang kita kelebihan dalam pembelian peralatan atau kekurangan dalam penambahan 
fasilitas. Kami sudah mengatasi penyimpangan tersebut dengan merencanakan anggaran 
apa saja yang akan ditambah atau diperbaiki. 
11. Q : Apakah ada pembatasan akses terhadap orang-orang untuk masuk ke ruang penyimpanan 
dokumen dan peralatan terhadap pengolahan data (seperti komputer pada bagian pembukuan)? 
A : Pembatasan akses terhadap orang-orang yang masuk ke ruangan penyimpanan 
dokumen itu sudah pasti kami batasi. Karena hanya bagian pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang mengerti 
aksesnya. Jadi, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam dan sudah dilengkapi 
dengan aplikasi login berupa NIP dan password. Tidak hanya dibagian tersebut tetapi 
semua. 
12. Q : Apakah Disdukcapil mereview /melakukan analisa perbandingan antara realisasi dengan 
anggaran tahun lalu? 
A : Sub bagian keuangan sudah melakukan review dan analisa perbandingan antara 
realisasi dengan anggaran tahun lalu. Untuk nominalnya saya kurang paham, itu bisa 
ditanyakan ke sub bagian keuangan saja 
13. Q : Apakah pemerintah daerah telah mengantisipasi kemungkinan kolusi antar karyawan yang 
merupakan family? 
A : Pemerintah daerah sudah mengantisipasi kemungkinan kolusi antar karyawan yang 
merupakan keluarga. Tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan adanya unsur kolusi 
walaupun tidak separah beberapa tahun lalu. Namun itu sudah kami cegah agar tidak ada 
lagi yang berkolusi dengan memberikan aturan dalam seleksi penerimaan pegawai berupa 
calon pegawai tidak ada kaitan keluarga dan rekan satu dinas. 
14. Q : Apakah pemerintah daerah telah mengantisipasi kelemahan-kelemahan penggunaan teknologi 
informasi dalam pemrosesan transaksi, seperti back up data jika data hilang, kemacetan program, 
dll? 
A : Pemerintah daerah juga telah mengantisipasi kelemahan penggunaan teknologi 
informasi. Seperti beberapa waktu lalu virus Ransomeware Wannacry menyerang seluruh 
dunia, dan kita terkena imbasnya sampai-sampai kita menghentikan sementara waktu 
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kami sempat memback up data-data 
yang penting agar saat hilang kita bisa menggunakan back up data tersebut. Tetapi imbas 
lain yang kita dapat, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu akibat virus 
tersebut. 
Teori yang mendukung 
Mengembangan sebuah sistem pengendalian internal mengharuskan pemahaman atas 
kapabilitas dan resiko teknologi informasi, maupun cara menggunakan teknologi informasi 
untuk mencapai tujuan pengendalian organisasi. Akuntan dan para pengembang sistem 
membantu manajemen dalam mencapaii tujuan pengdalian organisasi melalui  
(1) Mendesain sistem pengandalian yang efektif yang menggunakan pendekatan yang 
proaktif untuk menghilangkan ancaman terhadap sistem serta mendeteksi, 
memperbaiki dan memulihkan kembali sistem ketika terjadi ancaman  
(2) Membuat sistem mudah untuk membangun pengendalian kedalam sebuah sistem pada 
tahap desain awal daripada menambahkan fitur – fitur dalam sistem setelah digunakan 
Membandingkan Kerangka Pengendalian Internal 
a. COSO internal control integrated framework 
Komponen utama yang dimiliki COSO internal control integrated framework sebagai 
berikut: 
1. Lingkungan Pengendalian. Inti dari setiap bisnis adalah orang-orang yang 
berada didalam dan lingkungn dimana bisnis tersebut berada. 
2. Aktivitas Pengendalin. Kebijakan dan prosedur pengendalian membantu 
memastikan bahwa tindakan telah diidentifikasi manajemen untuk menangani 
resiko & mecapai sasaran 
3. Penilaian Risiko. Organisasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan 
mengelola resiko. Organisasi harus menetapkan sasaran shingga kegiatan 
operasional dapat berjalan baik. 
4. Informasi dan komunikasi. Sistem Informasi dan Komunikasi menangkap dan 
mendistribusikan informasi yang diperlukan guna penerapan kegiatan operasi. 
5. Monitoring. Keseluruhan proses harus dimonitor,dan modifikasi dilakukan bila 
diperlukan, sehingga sistem dapat berubah jika kondisinya juga memerlukan 
demikian. 
b. COSO enterprise risk management 
COSO ERM menambahkan tiga elemen tambahan dari COSO ICF yakni : 
1. Penetapan sasaran. Perusahaan harus menentukan apa sasaran strategis yang 
tepat dan menentukan apakah sasaran dan target kinerja tercapai. 
2. Mengidentifikasi kejadian yang berdampak pada perusahaan. Kejadian atau 
insiden yang berasal dari sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi 
implementasi strategi atau pencapaian sasaran. 
3. Mengembangkan respon terhadap resiko yang sedang dinilai.  
c. COBIT (Control Objective for Information and Realated Technology) 
Kerangka pengendalian COBIT menekankan tiga aspek penting berikut : 
1. Sasaran bisnis untuk memenuhi sasaran-sasaran bisnis, informasi harus sesuai 
dengan tujuh kategori kriteria pengendalian yang ditetapkan COSO. 




Dari hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan prosedur yang telah 
diterapkan dari pemerintah daerah. Untuk Sistem informasi yang diterapkan juga cukup 
bagus dengan melihat website atau membuka layanan via Whatsapp untuk menyampaikan 
keluhan dari masyarakat dan informasi pembuatan kependudukan. Walaupun pemerintah 
Kota Surakarta telah memberlakukan sistem absen dari manual ke sidik jari, tetapi tidak 
semua dinas menerapkan sistem tersebut termasuk dinas ini. Untuk kedepannya bisa 
melakukan wawancara dengan sub bagian keuangan juga agar mengetahui apakah telah 
mereview laporan dan membandingkannya dengan tahun lalu. 
Sumber :  
- Website Disdukcapil Kota Surakarta 
- Sistem Informasi dan Pengendalian Intern Bab 4 
- Wawancara dengan narasumber 
 
